
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2004

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Dana Reboisasi Tahun Buku 1989, 1991, 1992, 1993, 1994,

1995 dan 1996 yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal

Negara kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan

Industri Hutan II (PT Inhutani II), selanjutnya telah ditanamkan

oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri

Hutan II (PT Inhutani II) ke dalam modal saham perusahaan

patungan PT Musi Hutan Persada dan PT Way Hijau Hutani

untuk melakukan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri

di propinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam perkembangannya, dengan didirikannya Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT

Inhutani V) terjadi perubahan wilayah kerja Badan Usaha Milik

Negara di bidang pengusahaan hutan, dimana Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT

Inhutani V) mempunyai kewenangan pengusahaan Hutan Tanaman

Industri antara lain di wilayah Propinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa dalam rangka penataan wilayah kerja tersebut maka

sebagian penyertaan modal Negara pada modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT

Inhutani II) yaitu sebesar nilai penyertaan modal Negara kepada

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan

II (PT Inhutani II) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

dialihkan menjadi modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V), dengan cara

melakukan pengurangan penyertaan modal negara pada modal

saham …
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saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri

Hutan II (PT Inhutani II) untuk dijadikan sebagai penambahan

penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT

Inhutani V);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka

tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan

II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara

Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar

1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan

Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan Menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 43);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan

Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan

8.perseroan …
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8. Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan Di Sumatera

9. Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

Nomor 31);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan

Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana

Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan

Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan

Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT

Inhutani II) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN

MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN

INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM

MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT

EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V).

BAB I…
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BAB I

PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan

modal Negara pada modal saham Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) yang didirikan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 dan

melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam

modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan

Industri Hutan V (PT Inhutani V) yang didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991.

Pasal 2

(1) Pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 berasal dari seluruh penambahan penyertaan

modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani

II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 2

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004.

(2) Nilai pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp58.240.753.064,51 (lima

puluh delapan miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima

puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah lima puluh satu sen),

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004.

Pasal 3

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 berasal dari seluruh pengurangan penyertaan

modal Negara pada modal saham Perusahaan Perseroan (Persero)

PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sebesar seluruh nilai pengurangan

penyertaan modal Negara pada modal saham Perusahaan

perseroan …
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Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT

Inhutani II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB II

PELAKSANAAN PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal Negara ke dalam modal

saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri

Hutan II (PT Inhutani II) dan penambahan penyertaan modal Negara ke

dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi

dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan

Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai

dengan lingkup bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 156


